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BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang
mampu untuk segera melaksanakannya, karena di dalamnya terkandung
tujuan, yang pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk sebuah
keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan material.” Perkawinan adalah suatu akad yang bersifat luhur
dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status
sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan
mencapai keluarga yang penuh kasih sayaﬁg, kebajikan dan saling
menyantuni;” keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah, sejalan dengan

Firman Allah SWT:
oSin Jra 5 led sl b )55 1 oS} o oS B T4y 00

Mos R a il LY D o) dea ) 58350

D Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU (Jakarta: Reneika Cipta, 1992),
him. 128.

D Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), him.10

3 Ar-Ruum (30): 21



Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal
1 diterangkan: bahwa perkaw.inan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan
perkawinan, yaitu ayat (1).” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat
(2) menyatakan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.¥ Dalam versi Kompilasi Hukum Islam
pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena
pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, ketentuan
keabsahan perkawinan, yaitu pasal 2, yang menyatakan perkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau
mitsagan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (tentram,
cinta dan kasih sayang).s) jika dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
(selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) menggunakan istilah-istilah

yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2

%) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992),
him.18



term Qurani seperti mitsaqan galizan, ibadah, sakinah, mawaddah dan
rahmah. Di sini kompilasi @enguatkan apa yang diatur dalam Undang-
undang Perkawinan.

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam
perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami gangguan
atau goncangan, sehingga di antara keduanya tercipta jarak dan
percekcokan pun dimulai sehingga tidak dapat ditemukan lagt kedamaian
dalam berkeluarga. Di sinilah dimulai babak baru dari proses berumah
tangga yaitu perceraian (talak) yang merupakan jalan terakhir bila tidak
ditemukan lagi cara untuk keduanya (suami isteri) untuk berdamai. Bahwa
dalam Islam menceraikan isteri itu dibolehkan, yang dimurkai Allah jika
dilakukan dengan sewenang-wenang. Demikian pula isteri yang minta agar
suaminya mempergunakan hak talaq, yakni minta diceraikan oleh
suaminya, terhadapnya Nabi Muhammad bersabda: “wanita (isteri) yang
minta agar suaminya menceraikannya tanpa sebab yang membolehkan cerai
atau thalaq sungguh haram baginya mencium kewangian surga kelak.”®

Penggunan hak talaq oleh suami dengan sewenang-wenang adalah
suatu kerja boleh yang dimurkai Tuhan, demikian juga isteri yang
mendesak agar suaminya menceraikan tanpa sebab yang membolehkan

cerai adalah suatu kerja boleh yang tidak direstui oleh Tuhan. Sebaliknya

 Nasharuddin Thaha, Pedoman Perkawinan Umat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957),
him. 82



penggunaan hak talag oleh suami sebagai jalan terakhir atau permintaan
talaq oleh isteri karena sebat; yang dibolehkan hukum Islam adalah suatu
kerja boleh bagi suami yang tidak dimurkai oleh Tuhan atau suatu kerja
boleh bagi isteri yang direstui oleh Tuhan sepanjang ketentuan hukum
Islam. Di sini terlihat prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan
antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur
menurut agama Islam.” Selain itu, di samping suami mempunyai hak talaqg,
isteri bisa juga memiliki hak talag dengan jalan tafwidl dari suami
(delegering) untuk mentalaq dirinya sendiri, " tetapi tidak menggugurkan
hak talaq yang ada pada tangan suami, karenanya tidak menghalanginya
dalam menggunakan bila dikehendakinya.”

Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir dalam
menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, namun pada dasarnya
kisah dari sebuah bangunan keluarga yang putus tersebut belumlah
berakhir, perceraian adalah bagian dari badai yang ada dalam kchidupan
berumah tangga yang paling puncak. Oleh karena itu, dalam undang-
undang UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut asas-asas

atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

" Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
him. 31

® Muhammad Yusuf Musa, Akkamul Ahwalisy-Syahshiyah fil-Fighil Islamy, (Mesir:
Darul Kitab, 1959), him. 284-285.



perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan
sidang pengadilan, sesual dcﬁgan ketentuan dalam pasal 39 UU Nomor 1
Tahun 1974 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) Untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan
dapat hidup rukun sebagai suami isteri, ayat (3) Tata cara perceraian di
depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”
Selanjutnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975
(selanjutnya disingkat PP No.09 Tahun 1975)

Menurut pasal 19 PP Nomor 09 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi

karena alasan atau alasan-alasan sebagi berikut:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain-lain sebagainya yang smikar disembuhkan;

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c) Salah satu pihak melakukan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

%) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39



d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayaka‘n terhadap pihak lain;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai
suami/isteri;

f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisthan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga. 1

Dari berbagai faktor penyebab perceraian diatas, kiranya satu faktor
yang menarik untuk diteliti oleh penyusun yaitu pada huruf (e), meskipun
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tidak menyebutkan
secara jelas mengenai amnesia, tetapi cakupan yang dimaksud peraturan
tersebut sangat luas.

Mengenai amnesia ini, perlu dijelaskan bah;va amnesia adalah
kondisi tidak dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa dimasa lampau
termasuk identitas diri, yang terjadi pada seseorang disebabkan oleh adanya
gangguan-gangguan struktur limbik di otak yang merupakan basis dart
anatomi ingatan dengan kehilangan kesadaran diwaktu itu.'? Sedangkan

menurut Halgin RP dan Whitbourne S.K, amnesia yaitu individu tidak

19 peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, pasal 19

Y Handrawan Nadesul, /ngatan dan Otak, ( Jakarta: PT. Gramedia Persada, 1999), him.
12.



mampu untuk mengingat perkara-perkara penting baik mengenai dirinya
dan juga pengalaman—pen'galamannya, dan dikenali juga sebagai
“Psyhogenic Amnesia”. Gejala amnesia ini termasuk dalam gangguan
disosiatif.'?

Amnesia disosiatif diperkirakan merupakan gangguan disosiatif yang
paling sering terjadi, walaupun data epidemiologis tentang gangguan
disosiatif adalah terbatas dan tidak pasti. Namun demikian, amnesia
disosiatif diperkirakan terjadi lebih sering pada wanita dibandingkan laki-
laki dan lebih sering pada dewasa muda dibandingkan dewasa yang lebih
tua. Karena gangguan biasanya adalah berhubungan dengan peristiwa yang
menakutkan dan traumatik, insidensinya kemungkinan meningkat selama
masa perang dan bencana alam. Kasus amnesia disosiatif yang berhubungan
dengan lingkungan rumah tangga, sebagai contohnya penyiksaan pasangan
dan penyiksaan anak.’? ’

Dalam kehidupan sehari-hari, lupa memang bukan persoalan kecil
kalau hal itu terjadi berulang kali. Satu dua kali lupa masih terbilang normal
secara fisiologis, namun kalau sudah berkali-kali itu berarti abnormal dan
bisa dibilang patologis. Menurut Dr. Handrawan Nadesul, bentuk lupa

terdiri dari tiga kelompok, yakni mudah lupa (forgetfulness), amnesia dan

12 Disosiatif adalah swatu bentuk gangguan atau gejala tingkah laku yang disebabkan
oleh faktor psikologis dan dimanifestasikan dalam bentuk gangguan fisik yang lebih ekstrim.

') Harold. 1. Kaplan, Benyamin. J, Jack A. Grebb , Sinopsis Psikiatri (Jakarta: Binarupa
Aksara, jilid 2, 1997), him. 102.



pikun (demensia). Terjadinya gejala amnesia, jika seseorang mengalami
cidera otak, misalnya terl;entur, beberapa detik sebelum benturan
berlangsung, terjadilah kondisi hilang ingatan yang disebut amnesia
retrograd. Setelah benturan terjadi sampai batas waktu tertentu, misalnya
dua minngu, kondisi hilang ingatan ini disebut amnesia anterograd atau
post traumatic amnesia. Kalau kondisi ini berlanjut, orang tersebut
berpotensi menderita demensia, di mana tidak hanya ingatan (memori) vang
hilang tetapi juga intelegensianya. Bila sudah mengalami demensia,
penderita tidak mampu lagi mengenal hari, tahun, apa;kah ini siang atau
malam, bahkan ia tidak tahu tugas sebagai ayah atau ibu.'®

Sedangkan amnesia memiliki beberapa tipe yaitu: (1) amnesia
terlokalisasi (localized amnesia) ialah kehilangan daya ingat terhadap
peristiwa-peristiwa dalam periode yang singkat (beberapa jam sampai
beberapa hari), (2) amnesia selektif (selective amnesia) ialah kegagalan
untuk mengingat beberapa peristiwa tetapi tidak semuanya selama suatu
periode waktu yang singkat, (3) amnesia umum (generalized amnesia) ialah
kehilangan daya ingat akan pengalaman selama hidupnya, amnesia ini yang
berakibat seseorang tidak dapat mengingat kembali semua pengalaman

masa lalunya.’” Dalam keadaan demikian tidak tertutup kemungkinan

1Y) Handrawan Nadesul, Ingatan dan Otak, hlm. 20

9 fhid, hlm. 103.



terjadi perselisihan ataupun percekcokan di dalam rumah tangga sehingga
perkawinan tidak dapat diperta;hankan lagi.

Bahwa mengenai masalah amnesia ini, secara tekstual memang
tidak ada dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah, juga didalam hukum positif
(Islam), akan tetapi Islam bersifat luwes dan universal. Berangkat dari
masalah penyakit atau gangguan disosiatif tersebut, maka menjadi penting
kiranya masalah ini untuk diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu
penyusun bermaksud membahasnya kemudian dituangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Amnesia sebagai

Alasan Gugatan Cerai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”

B.Pokok Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dan 'menarik suatu
permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah Amnesia dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan
rumah tangga?
2. Apakah Amnesia bisa dijadikan alasan gugatan cerai dalam

perkawinan?
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian yang adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan mempengaruhi amnesia kehidupan rumah
tangga.
b. Untuk menjelaskan dapat tidaknya Amnesia sebagai alasan
gugatan cerai
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan

ilmu hukum Islam pada khususnya.

b Hasil studi ini ki tonat dimanfaatkan cleh jnstitusi

lembaga terkait maupun sebgai studi lanjut bagi para mahasiswa,

praktisi hukum, dan pihak-pihak yang membutuhkan.
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D. Telaah Pustaka

Masalah perkawinan lﬁenduduki tempat yang amat penting dalam
tata hukum di Indonesia, karena permasalahan yang dihadapi sangat
kompleks menyangkut hak dan kewajiban suami isteri, hubungan dengan
masyarakat ataupun akibat-akibat hukum jika terjadi perceraian, untuk
itulah diperlukan aturan khusus mengenai masalah perkawinan.

Mengenai masalah penelitian, skripsi ataupun literatur  yang
membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Amnesia Sebagai Alasan
Gugatan Cerai dalam PP.NO.9 Tahun 1975”, menurut penyusun belum ada
yang membahasnya.

Sedangkan pembahasan mengenai amanesia secara umum banyak
ditemukan, misalnya, Karya Harold. 1. Kaplan, Benyamin.J dan Jack A
Grebb dalam bukunya “Sinopsis Psikiatri” yang membahas tentang
gangguan disosiatif termasuk di dalamnya tentang amnesia secara umum.lé)_

Begitu pula Karya Kartini Kartono dalam bukunya “Gangguan-
gangguan Kejiwaan” juga memaparkan gangguan kejiwaan yang terdapat di
dalamnya tentang amnesia secara umum. 1

Sedangkan pembahasan tentang amnesia yang dituangkan dalam

skripsi tidak ditemukan, akan tetapi pembahasan masalah penyakit jiwa

19 Harold. 1. Kaplan, Benyamin. J, Jack A. Grebb , Sinopsis Psikiatri, 11 (Jakarta:
Binarupa Aksara, 1997)

17) Kartini Kartono, Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan, ( Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002)
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sebagai alasan perceraian diangkat dalam skripsi saudari Nurul Aimmabh,
yang berjudul “Penyakit J i\.va sebagai Alasan Perceraian (Studi di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996)”,'® namun pembahasannya
menyangkut penyakit jiwa, dalam hal ini difokuskan pada penyakit jiwa
yaitu gila. Berbeda dengan pembahasan yang penulis coba ajukan dalam
skripsi ini yaitu mengenai amnesia, yang juga termasuk dalam gangguan
kejiwaan.

Di samping itu, dalam masalah ini untuk acuan dapat dilihat pada
perundang-undangan yang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Pasal 19(e) dan juga Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI, Pasal 116
(e) dinyatakan sebagai berikut:

“salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.

Salah satu alasan yang membolehkan adanya pengajuan perceraian
kepada pengadilan oleh suami atau isteri adalah apabila salah seorang dari
mereka mempunyai penyakit sehingga mereka tidak dapat melaksanakan

kewajiban dan haknya sebagai suami isteri dan anggota masyarakat.

1%) Nurul Aimmah, Penyakit Jiwa sebagai Alasan Perceraian (studi di Pengadilan Agama
sleman Tahun 1994-1995), skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan
kalijaga, 1994.
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E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah ﬁukum yang mempunyai ciri khas yang tidak
berubah, sempurna, harmonis, dan berkembang sesuai dengan keadaan
zaman, artinya bahwa hukum Islam merupakan hukum  mampu
mendamaikan stabilitas dengan perubahan, sehingga akan berguna untuk
menyelesaikan masalah dan memenuhi tujuan hidup manusia. Adapun
masalah perkawinan dan perceraian di dalam hukum Islam maupun positif
telah dijelaskan yaitu pasal 113 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 38
Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 09 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, penyusun juga mengemukakan teori-teori yang
berkaitan dengan psikologi, terutama teori kepribadian (prilaku abnormal),
dikemukan oleh Thomas Szasz,'” yang berkaitan dengan prilaku seorang
penderita gangguan disosiatif, teori ini mengemukakan ada empat model
yaitu:

1. Model Biologis

Menurut model ini, prilaku abnormal timbul akibat aneka
kondisi organik tak sehat yang merusak fungsi sistem syaraf
pusat di otak. Gangguan prilaku dipandang sebagai penyakit,

setidak-tidaknya bersumber pada penyakit yang langsung

19 Coleman, Butcher dan Carson, Abnormal Psychology and Modern Life, American
Psychiatric Association, 1980, him. 10.
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menyerang otak atau keadaan tidak ideal pada tubuh yang
akhirnya juga berékibat menganggu atau bahkan melumpuhkan
kerja otak. Misalnya, infeksi sipilis tahap lanjut yang menyerang
otak atau keracunan obat dan malnutrisi atau kekurangan gizi
yang dapat mempengaruhi secara negatif kerja otak.

Model Psikoanalitik

Model ini diturunkan dari teori psikoanalisis yang dikemukan
oleh Sigmund Freud (1856-1939). Menurut Freud, aneka situasi
menekan yang mengancam akan menimbulkan kecemasan dalam
diri seseorang. Kecemasan ini berfungsi sebagai peringatan
bahaya sekaligus merupakan kondisi tak menyenangkan yang
perlu diatasi. Jika individu mampu mengatasi sumber tekanan
(sterssor), kecemasan akan hilang.

Model Behaviorisiik

Menurut model ini, penyebab gangguan adalah proses belajar
yang salah (faulty learning). Bentuk kesalahan ada dua
kemungkinan. Pertama, gagal mempelajari bentuk-bentuk
prilaku atau kecakapan adaptif yang diperlukan dalam hidup.
Kedua, mempelajari tingkah laku yang maladaptif. Tingkah laku
maladaptif yang telanjur terbentuk dapat dihilangkan dengan
cara yang hersangkutan ditolong belajar menghilangkannya

sekaligus mempelajari tingkah laku baru yang lebih menjamin
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kebahagian bagi dirinya sendiri maupun dalam hubungannya

dengan orang lain.

4. Model Humanistik

Menurut model humanistik, penyebab gangguan prilaku adalah
terhambat atau terdistorsikannya perkembangan pribadi dan
kecenderungan wajar ke arah kesehatan fisik atau mental.
Hambatan atau distorsi itu sendiri dapat bersumber pada faktor-
faktor berikut:

a. penggunaan mekanisme pertahanan diri yang berlebihan,
sehinggga individu semakin kehilangan kontak dengan
realitas;

b. kondisi-kondisi sosial yang tidak menguntungkan serta
proses belajar yang tidak semestinya;

c. stres yang berlebihan.

Maka, menurut model ini, tujuan psikoterapi adalah menolong
individu meninggalkan benteng-benteng atau  topeng-topeng
pertahanan diri dan belajar mengakui atau menerima
pengalaman-pengalaman sejati mereka, belajar mengembangkan
berbagai bentuk kompetensi yang diperlukan, dan menemukan

nilai-nilai hidup.*”

20) A Supratiknya, Mengenai Prilaku Abnormal, (Jakarta: PT. Kanisius, 1995), him.17.
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Hubungannya dengan analisa terhadap perceraian dengan alasan
amnesia, Islam telah mensya'ri‘atkan bahwa alasan yang dimaksud dalam
kasus ini dapat mengakibatkan suami isteri tidak dapat menjalankan hak
dan kewajibannya. Dengan alasan menderita penyakit (amnesia), suami
tidak dapat memberikan kewajiban secara fisik dan psikis maupun
menerima haknya, maka bagi isteri dibolehkan untuk mengajukan gugatan
cerai dengan alasan fasakh 2D Gedangkan bagi suami sendiri karena
isterinya mengindap penyakit (amnesia), maka secara otomatis kewajiban
isteri untuk mengatur rumah tangga dan melayani suami secara fisik dan
psikis terhambat.

Perceraian dalam Islam dibolehkan, akan tetapi pelaksanaannya
harus berdasarkan pada alasan yang kuat. Hal ini merupakan jalan terakhir
dan terbaik, jika jalan untuk mendamaikan keduanya sudah tidak membawa
hasil. Salah satu alasan yang membolehkan adanya pengajuan perceraian
dipengadilan oleh suami atau isteri adalah apabila salah seorang dari
mereka mempunyai penyakit schingga mereka tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan haknya sebagat suami isteri dan anggota masyarakat, yang
dimaksud disini adalah penyakit jiwa berupa amnesia, yang diderita salah

seorang suami isteri, yang tidak dapat disembuhkan atau dapat

2D Firdaweri, Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan, (Jakarta: CV. Pedoman Iimu
Jaya, 1989), him. 56
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disembuhkan dalam jangka waktu yang lama, akibatnya menyebabkan
ketidakharmonisan rumah tanéga dan tujuan perkawinan tidak tercapai.”?

Dalam ketentuan hukum positif (Islam) di Indonesia antara lain

dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 38 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada 3 (tiga) hal sebab perkawinan
dapat putus karena:

a. kematian

b. perceraian

c. atas putusan pengadilan23)

Selanjutnya perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

yang tertuang dalam pasal 19 PP Nomor 09 Tahun 1975 jo pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, antara lain :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin phak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

22) Firdaweri, Hukum Islam. Tentang Fasakh, him.56

2 Kompilasi Hukum Islam, pasal 113; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, pasal 38.
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d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayaka‘n pihak yang lain;

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
istert;,

f antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dengan 2

(dua) alasan yaitu:

g. suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga *?

Mengenai masalah amnesia dalam PP. No.9 T ahun 1975 huruf (e)

dan juga Kompilasi Hukum Islam huruf (e), tidak menyebutkan secara jelas
mengenai amnesia, akan tetapi cakupan yang dimaksud peraturan tersebut

sangat luas

) Kompilasi Hukum Islam, Bab X VI, Pasal 116



19

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library
research) dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan,
mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang
diperoleh dari berbagai sumber tertulis.2> Penelitian pustaka yang
dimaksud menjadi bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu
berusaha melacak referensi-referensi yang berkaitan dengan tema
kajian ini.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif-analisis dalam pengertian tidak
sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis
dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan amnesia -
sebagai alasan gugatan cerai.’®

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif-psikologis. Pendekatan yuridis penyusun gunakan
dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk

perundang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan

PP No.09 Tahun 1975.Pendekatan psikologis penyusun gunakan

him.81.

) Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rake Sarasin, 1989),

) Lexi j. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet 3, (Bandung : Remaja

Rosdakarya, 1993), him.161.



20

untuk menganalisa mengenai kejiwaan. Sedangkan pendekatan
normatif penyusun gunékan untuk menganalisa data pada peraturan-
peraturan yang berlaku mengikat secara informal bagi masyarakat,
baik berdasarkan keagamaan yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

4. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka
pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang
diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur
perkawinan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, majalah-
majalah, serta wawancara yang dianggap relevan dengan penelitian
ini sebagai bahan hukum sekunder.””

5. Analisis Data
Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dan
diinterpretasikan sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat
menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan metode
induktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa

khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.?®

2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet 3, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2001), him.116-117.

28)  Sutrisno Hadi, Mefodologi Reseaech, cet.2, (Yogyakarta : Yasbi. Fak. Psikologi
UGM, 1986), him. 42.
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H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skﬁpsi ini lebih sistematis, maka untuk itu
penyusun membaginya menjadi lima bab yang akan dipaparkan sebagal
berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mengemukakan latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan pembahasaan,
telaah pustaka, berikut kerangka teoritiknya, serta metode penelitian dan
sistematika pembahasannya.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum perceraian menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi pengertian
perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara perccraian menurut
Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bab ketiga adalah bab yang berisi tentang amnesia dan
permasalahannya yang meliputi pengertian amnesia, sebab-sebab timbulnya
amnesia, bentuk-bentuk amnesia, dan pengaruh amnesia terhadap aktivitas
penderita.

Bab keempat merupakan analisis inti dari pokok permasalahan yang
berisi tentang Analisa hukum Islam terhadap Amnesia sebagai alasan
gugatan cerai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang
meliputi pengaruh Amnesia kronis dalam kehidupan Rumah Tangga dan

Amnesia sebagai alasan gugatan cerai.
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Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup

pembahasan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan diuraikan dengan secara ringkas, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Amnesia pada stadium kronis sangat mempengaruhi
terhadap kelangsungan atau kelestarian rumah tangga, karena
pada amnesia stadium kronis ini bisa menimbulkan ketegangan
psikologis antara suami isteri yang menimbulkan keretakan
rumah tangga sehingga berakibat terjadinya perceraian.

2. Amnesia dalam stadium kronis bisa merupakan alasan diajukan
di Pengadilan Agama sebagai gugatan cerai, namun sebalikya
amnesia pada stadium ringan atau yaihg dapat disembuhkan

tidak bisa dijadikan alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
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B. Saran-saran

Pembinaan mental ;ian keagamaan sangat diperlukan untuk
menghindari perceraian dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.
Disamping itu kematangan dalam berkeluarga serta kesabaran dan
keikhlasan dalam menerima pasangan sebaiknya perlu ditingkatkan agar di
kemudian hari dalam terbentur masalah tidak mudahr dalan mengucapkan
perceraian. Oleh karena itu pemahaman tentang keluarga bagt pasangan
muda maupun calon suami isteri harus ditingakatkan.

Khusus pada masalah penyakit amnesia yang diderita pasangan
hendaknya dapat diterima dengan sabar dan ikhlas, bahwa yakinlah itu
merupakan cobaan dari Allah SWT.dan anggap saja bahwa amnesia itu
merupakan ujian atas keimanan dan ketakwaan Kepada-Nya, agar diberikan
kemudahan dalam proses penyembuhan penyakit pasangannya.

Bagi Pengadilan Agama, diharapkan tidak mudah mengabulkan
gugatan cerai atau permohonan cerai dari para penggugat untuk menfasakh
atau mentalaq perkawinan mereka dengan alasan salah satu pasangan
mengindap penyakit dan kehendaknya upaya damai tetap disampaikan dan
memberi nasehat untuk semakin mempertinggi kesabaran dan ketakwaan

kepada Allah SWT.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT

AL-QUR'AN DAN HADIST

Hal
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Terjemahan
 BABI

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasakan ketentraman kepadanya, dan
dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang,
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-landa bagi kaum yang berfikir.

BAB II

| Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengukhirt hubungan
Il suami isteri dan mengucapkan latadz tertentu

| Melepaskan (mengurat) ikatan perkawinan dan mengakhiri
hubungan suamt isteri

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan
kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu bolch rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara-
cara baik.

Hai, Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi iddahnya (yang wajar)) dan hitunglah waktu
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

Dari Nafi' bin Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia pernah
mentalaq isterinya waktu dia sedang haid dimasa Rasulullah
SAW. Maka umar bin Khatab r. a. menanyakan hal 1tu kepada
Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW bersabda: “suruhlah




28

63

63
| 64

66

67
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| sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahut.

dia merujukinya, kemudian peliharalah dia sampai suci (dari
haid itu), lalu haid, lalu bersuci. Sctelah itu, kalau ibnu Umar
suka tetap memeliharanya, peliharalah: dan kalau suka
menceraikanya, menceraikan sebelum  dikumpulinya, itulah
iddah bagi wanita yang di perintahkan Allah SW'T.

Bukan dari golongan kami sescorang yang merusak hubungan
seorang perempuan dari suaminya.

Perbuatan halal yang dibener Allah adalah talag

BAB IV
Kemudharatun itu harus dilulangkan

Kemudharatan ity harus  dihindarkan  mcnurut  batas-batas
kemungkinan. !

Dan jika mereka berazam (bertetap hati Untuk) talaq, maka

Dan kami bagi-bagi mereka didunia ini menjadi bcbcrapal
golongan; di antaranya ada orang-orang yang shaleh dan di
antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mcrckul
dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-
buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran). 'E

l

Hai, Orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dani
kuatkanlah kcsabaranmu dan tetaplah bersiaga (diperbatasan |
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu

beruntung
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Lampiran 11

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

TENTANG PERKAWINAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019),
dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-
undang tersebut;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan ;

b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama lslam dan
Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

¢. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peraditan Umum:

d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

I



BAB I1
PENCATATAN PERKAWINAN
Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannva
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi
tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku,
tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahuhan
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan
dilangsungkan.

(2) Pembentahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10
(sepuluhy hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam avat (2) disecbabkan
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh
orang tua atau wakilnya.

Pasal §

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat
kediaman calon mempelat dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,
disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6
(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan

perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan
apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
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(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai
Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal
tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang
diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan i1tu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
tinggal orang tua calon mempelat; ,

c. lzin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6
ayat(2).(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon
mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. lzin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal
calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang;

f Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau
lebih;

Izin tertulis dari  Pejabat yang ditunjuk oleh  Menten

HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau

keduanva anggota Angkatan Bersenjata ;

h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai
Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat
nadir sendiri karcna scsuatu alasan yang penung. schingga mewakitkan
xepada orang lamn

(S

Pasal 7

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis
dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai
dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut
dalam Pasal 6 avat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera
diberitahukan kepada calon mempelar atau kepada orang tua atau kepada
wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu
halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan
surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan
Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh
umum-.



Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

a. Nama, umur, agama/kepercavaan, pekerjaan. tempat kediaman dar calon
mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau
keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka
terdahulu ;

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB I
TATACARA PERKAWINAN
Pasal 10

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hamn kesepuluh sejak pengumuman
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam
Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannva itu.

(3) Dengan mengindahkaun tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum
agamanva dan kepercayaannva itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan
Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

{11 >Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinzn sesuar dengzn  ketentuan-
ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 1nt, kedua mempelal menandatangani
akta perkawinan vang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya
ditandatangani pula oleh kedua sakst dan Pegawai Pencatat yang menghadiri
perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat
secara resmi.

BAB IV
AKTA PERKAWINAN
Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kediaman suami-isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama
Isteri atau suami terdahulu :

b. Nama, agamakepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

¢. lIzin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), {3, (4) dan.(5) Undang-undang;
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Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

1zin Pengadilan scbagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang:

Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menten HANKAM/PANGAB bagi
anggota Angkatan Bersenjata;

Perjanjian perkawinan apabila ada;

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi,
dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;

j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

~E R o

Pasal 13

(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh
Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam
wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.

(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BABV
TATACARA PERCERARIAN
Pasal 14

Seorang suami vang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
vang akan menceraikan isterinva. mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat
ungealnya, vang bernsi pemberniahuan bahwa ta bermaksud mencerarhan isterinya
diseriai dengan alasan-alasannya seria meminta kepada Pengadilan agar diadakan
sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat vang dimaksud dalam Pasal
14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hart memanggil
pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan temang segala
sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian 1tu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk
menvaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat
alasan-alasan seperti vang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan
Pengadilan berpendapat bahwa aniara suami isten yang bersangkutan tidak
mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang
dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang
terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai
Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang
pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan:

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan vang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya,

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pemganiayaan berat vang

membahavakan pihak vang lain:

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tdak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suamuisterd,

f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

1

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliput tempat kediaman tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada
Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian
diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan
menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan
Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan
kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
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(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun
terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menvatakan atau menunjukkan sikap
tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan
kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

{2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang vang dekat dengan
suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman vang lebih berat sebagai dimaksud
dalam Pasal 19 huruf ¢ maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti
penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu teiah mempunvai
kekuatan hukum vang tetap.

Pasal 24

1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian aas permohonan penggugat atau
tergugat atau berdasarkan peruinbangan baheva yang munghin ditimbulkan.
Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam
satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian aas permohonan penggugat atau
tergugat, Pengadilan dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya
putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.



Pasal 26

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan vang memeriksa gugatan perceraian,
baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk
menghadin sidang tersebut.

(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan
Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila vang
bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah
atau yang dipersamakan dengan itu.

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara
patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat
(2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan g¢ugatan pada papan
pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau
beberapa surat. kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2) Pengumuman mclatlui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media
tersebut avat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kair dengan ienggang wakiu satu
bulan aniara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan
persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan ditenma tanpa hadirnya
tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) han setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan
perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya
panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat
(3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6



(enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian padz
Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendin atau
mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan keduz
pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceralan baru
berdasarkan alasan atau alasan-alasan vang ada sebelum perdamaian dan telan
diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapal perdamaian. pemeriksaan  gugaian  peicerala
dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

1 1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitungz
sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh
Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak
jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunvai kekuatan hukur

yang tetap.
Pasal 35

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban
mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
Pasal 34 avat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum vang tetap/yang
telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempa:
perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraiar
dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerat
hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan. maka satu hela:
salinan putusan dimaksud avat (1) vang telah mempunyai kekuatan hukuni



yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeteral dikirimkan pula kepada
Pegawai Pencatat tempat -perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawal
Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,
dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan Itu
disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi
tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian Itu
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

(1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sctelah
perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyait
kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negen untuk dikukuhkan.

(2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata
"dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi
cap dinas pada putusan tersebut.

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh, hari setelah ditenima
putusan dari Pengadilan Agama, menvampaikan kembali putusan itu kepada
Pengadilan Agama.

BAB V1
PEMBATALAN PERKAWINAN
Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanva dapat drputuskan oleh Pengadilan
Pasal 38

(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang
berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tingeal kedua suami-isteri,
suami atan isteri

(2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesual
dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan
putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20
sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah in1.

BAB V11
WAKTU TUNGGU
Pasal 39

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 avat (2)
Undang-undang ditentukan sebagai berixut :
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a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130
(seratus tiga puluh) hari

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian. waktu tunggu bagi yang
masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi vang tidak berdatang bulan
ditetapkan 90 (sembilan puluh) har ;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,

- waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi
hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian. tenggang waktu tunggu
dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian. tenggang
waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lehth dart seorang maka ia
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai .
a. Ada atau tidakmva alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,
1alah:
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan:
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
b. ada atau tidaknva persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun
tertulis, apabila persetujuan itu merupakarn persetujuan lisan, persetujuan itu
harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
- surat keterangan mengenai penghasilan suam: vang ditandatangani oleh
bendahara tempat bekerja; atau
- surat keterangan pajak penghasilan; atau
- surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang
dibuat dalam bentuk vang ditetapkan untuk itu.
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Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41,
Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-
lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk
beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang
suami yang akan beristeri lebih dan seorang sebelum adanya izin Pengadilan
seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang
bertaku. maka :

a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3. 10 ayat
(3), 40 Peraturan Pemenntah ini dihukum dengan hukuman denda
setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7,
8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana vang dimaksud dalam avat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X
PENUTUP
Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. maka
ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang
perkawinan dan perceraian khusus bag anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih
lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.



Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintan ini maka ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan vang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di
dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran
pelaksanaan Peraturan Pemerintah imi, diatur lebik lanjut oleh Menteri
Kehakiman, Menteri Dalam Negeni dzn Menteri Agama, baik -bersama-sama
maupun dalam bidangnya masing-masing. ’

Pasal 49

(1) Peraruran Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal | Oktober 1975;
(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemenntah ini, merupakan pelaksanaan secara
efekuf dari Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tenang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republix Indonesia

Diunaangkan di Jakara
pada tanggal 1 Apnl 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERVSEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDHARMOXNO. SH

I EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1977 NOMOR : 12
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

UMUM:

Uniuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan
peraturan-peraturan  pelaksanaan, antara lain vang menyangkut masalah
pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceralan, cara
mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami
putus perkawinan. pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang
suami beristeri lebih dani seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah
tersebut, ysng diharapkan akan dapat memperiancar dan mengamankan
pelzksanaan dari Undang-undany tersebut.  Dengan Keluarmva  Peraturan
Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulamyva pelaksanaan secata etekui dars
Undang-undang Nomor | tersebul. ialah pada tangga. i Oktober 1972

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemenntah i diperlukan langkah-langkan
persiapan - dan - serangkaian petunjuk - petunjuk  pelaksanaan dari berbagai
Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnva dari Departemen Agama.
Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, schingga segala sesuatu
dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan
sejak diundangkannva Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-
langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Avat(1)dan{(2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal im1 maka pencatatan perkawinan
dilakukan hanya oleh dua instansi. vakni Pegawai Pencatat Nikah Talak dan
Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi’ pejabar vang membantunya.

P |
1’\2\ at '\3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan

perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut
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dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan
ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan
vang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 3

Avat (1) Cukup jelas.

Avat (2) Cukup jelas. .

Avat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera
melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 {sepuluh) hari, misalnya
karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negen untuk
melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan
mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan
secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya
atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan,
maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat
mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan
perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal §

Bagi mercka vang memiliki nama kecill dan nama keluarga, maka dalam
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama
kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama
keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.
Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan
alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan
minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya
mengenai wali nikah. bagi mereka vang beragama islam.

Pasal 6

Avat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Huruf £ :

Surat keinatian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa vang meliputi wilayah tempat
kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tudak dapat
memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai
kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan
vang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai
Pencatat.



Pasal 7

Avat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Yang dimaksud dengan “diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua
atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan
perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada
mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan

perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum
untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya
suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan
hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnva meliputi wilayah
tempat perkawinan dilangsungkan, dan

- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-
masing calon mempelai

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalarn
pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan
ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan,
tahun pendaftaran: jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan
jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawal Pencatat; para
saksi, dan bagi yang beragama Islam wall nikah atau yang mewakilinya; bentuk
dari maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang
memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf
f: Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela,
bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g Menten
HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya
yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah menelii dan berpendapat adanya alasan-
alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah
pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian vang dilakukan oleh
suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasalt 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh scorang isteri vang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau
seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh
hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan
suami-isteri.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama
dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan
suami-isteri itu beserta anak-anaknya.

Ayat (2)

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat
dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah
kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-
anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-
sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menijadi terlantar
atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan
kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan
kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jclas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Avyat (4)

Meskipun tergugat atav kuasama tidak hadir, tetapi vang demikian itu tidak
dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian
apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan
sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemenntah 1ni.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemenksaan gugatan
perceraian adalah sebagai usaha mempercepa: proses penyelesaian perkara
perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan
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makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan
apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.

Avat (2)

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar
baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunt ai waktu yang cukup untuk
mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada
tergugat harus diberi waktu vang cukup untuk memungkinkannya mempelajari
secara baik is1 gugatan.

Avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan
isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali
menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta
perkawinan, surat keterangan lainnyva yang diperlukan.

Pasal 31

Avat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri vang sedang dalam pemeriksaan perkara
cugatan untuk mengadakan perceraian tidak :crbatas pada sidang pertama
sehagaimana lazimnva dalam perkara perdata. melainkan pada setiap saat
sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim Dalam mendamaikan kedua
belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuar: ke pada orang atau badan lan yang

dranggap perlu.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapa: perdamaian, akan tetapi tidak
berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan
dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat
dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk
melakukan perceraian.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Ayat (1)

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama
hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuzatan hakim yang tetap.
Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang
dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratip; Pengadilan Negeri tidak melakukan
pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang
jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganva, maka ketentuan im
dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh
instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Avyat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita ttu dengan
bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita
tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat
setelah perceraian itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf ¢ sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat ciusahakan suatu surat keterangan lain
yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.
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Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang
‘melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan
atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7,
8,9,10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500.«tujuh ribu
lima ratus rupiah).

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada,

apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang

perkawinan vang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakm apabila :

a  peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan
Peraturan Pemenintah;

b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;

¢. - peraturan - perundangan yang. telah ada bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
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